UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENETAPAN E-TILANG BAGI PELANGGAR PERATURAN
LALULINTAS DALAM MENGANTISIPASI PENINGKATAN
PELANGGARAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

ANANG SETYO PAMBUDI
NPM : 201003742017645

SEMARANG
2024



: My
SEMARANG /

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SE MARANG
FAKULTAS HUKUM

PENETAPAN E-TILANG BAGI PELANGGAR PERATURAN I,ALI_II..IN']'AH
DALAM MENGANTISIPASI PENINGKATAN PELANGGARAN DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES SEMARANG

SKkripsi
Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim penguji dan mtmcfmhi persyaratan
menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi llmu Hukum

Disusun Oleh:

ANANG SETYO PAMBUDI
NPM. 201003742017645

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

b2 s
L’T‘fg\

Bambang Teguh Handovo, S.H., M.Hum.
NIDN : 0606036501

Anggota Anggota
- i
Nttt —N—
Hudi Karno Sabowo,S.H., M.H. Mohammad Solekhan,S.H., M.Hum.
NIDN : 0631016001 NIDN : 0619046301
ASTUS 195>
g -
Mengetahui
o2 ) tl%.n,
-
"-' A
¥
~l

Prof\B#, Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDBN @ 0625046301

SEMARANG
2024

i




DAFTAR I5]
Halaman

A A U Tl s nescs oot ke sh v anuingnsems s srsngamrasss- e i e TR i
HALAMAN PENGESAHAN .......cccoociimmirnimsssssssiansimsassss sesasssmssnnrass sesamnsses i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..o cennnnassesssasnes v
KATA PENGANTAR
DIAFTAR IS ;oo ciursssinsasssasssarssosnsnasans sssors sessss uanas essnscsnss4s s¥ssunssnmnnsne s A Hue s . v
ABSTRAK. .ooiisisissiosssmnsssitsassasssnsminssasssssasssmensanssessnsssssassts sassassmnnnnans i84Henamsnnsansais viil
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...........coeommcrmssissmmammmnsmsassassrans L
B. Pembatasan Masalah .............ccormmsimmmmmmnamssrasesmissnnssnsmnnnane &
. PerurnSan MBESAIAN  .....ccosimesmimesissssssssasssmmssmansssessanssrasa s
. Tujuan Penelitian
E. Kegunaan Penelitian o e s S S !
F. Sistematika Penulisan SKApsl ....ccocvcininssccsnsinsssssssssssnnnsnes 8
BABII  TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegasan Pengertian Beberapa Isulah ... 11

B. Tinjauan Umum Temang Lalulintas Angkutan Jalan dan
Kendaraan BErmMOLOT .....cocsreiseismsssssssrssersasssnsssnsssnssanassssnssnn . 13

C. Tugas Pokok Kepolisian {Polri) .....cccnimmsnmnimmsmmmmmrmmnn 23
BaBIllI METODE PENELITIAN

L T s TAEITEIRTL . . oosicnpsssuasssinspmsasissssinsndnsasi i Cosat ot e R

REnpentlas] Penelition - ... e S S

R I TUIT L IARN i ss arivs chosinsiacsios sandinsaninrsrar i dhv e ea i o e

Wi



BAB IV

BABWV

D. Metode Pengumpulan Data ....oovemssimmsmmssssmsnsmsseansssss 29
E. Metode Penyajian Data .......cormmmsnimnmsssssessmensesssassasssnes 29
F. Metode Analisa Dala .....ccccovemmerensarmsssnsnsnssissisnsassassassssasassesss 29
HASIL PENELITAN DAN ANALISIS DATA

A Sanksi Pidana Denda Atas Pelanggaran Peraturan Lalulintas 30

B. Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan
Sanksi Pidana Denda atas Pelanggaran Peraturan Lalulintas .. 65

PENUTUP

h" Kﬂaimpu]m sEsElEEIEYEPAESEd RN NN FipdssEEaEnNrnEdEART R ETE PR EESRAREN RS EdEEIEARE wmEEsERIETS ET

g
IS
DAFTAR PUSTAKA G0
P TTRT I L LI R ELELE L E L LR L bttt i EELE L L LR EEELE TR L L) rHEFSEIRERAEEY L LL LY a
¥ Fity




ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu : mengetahui dan menjelaskan aspek-aspek hukum
pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap para pelanggar peraturan lalulintas
(Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 22 tahun 2009)
dan mengidentifikasi kendala-kendala yang sering ditemukan dalam
pelaksanaan denda terhadap para pelanggar peraturan lalulintas.

Berdasar Pasal 211 KUHAP, Pelanggaran lalu lintas jalan diperiksa dalam
sidang pengadilan acara pemeriksaan cepat. Berdasar Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 pelanggaran diklasifikasikan menjadi 3 yaitu Pelanggaran Ringan
misalnya melanggar rambu-rambu lalulintas, Pelanggaran Sedang misalnya
tidak memiliki STNK, dan Pelanggaran Berat misalnya melanggar persyaratan
tekmis kendaraan. Terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi pidana denda
yang secara dirinci diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009,

Berdasar Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 4 Tahun
2004 jo Undang-Undang No 48 Tahun 2009, yang berwenang memutuskan
sanksi pidana denda adalah Hakim atau Pengadilan. Namun dalam rangka
acara pemeriksaan cepat untuk Perkara Pidana Pelanggaran Lalulintas, maka
Pengadilan Tinggi di berbagai wilayah mengeluarkan Ketetapan mengenai
Tabel Pelanggaran beserta Besarnya Uang Titipan atas pelanggarannya. Dalam
pelaksanaan sanksi pidana denda untuk pelanggar peraturan lalulintas,
Kepolisian dengan mengacu pada Tabel Ketetapan dari Pengadilan Tinggi
tersebut memberikan Tilang (Bukti Pelanggaran) dan menetapkan besarnya
uang titipan yang harus dibayarkan ke negara dengan cara menyetorkan ke
Nomor Rekening Bank tertentu misalnya BRI

Kendala yang terjadi dalam pelakanaan sanksi pidana denda untuk pelanggar
peraturan lalulintas yaitu dengan pelaksanaan sanksi denda seperti tersebut di
atas berpotensi membuka peluang terjadinya kompromi antara oknum
kepolisian dengan pelanggar.

wiii



